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 ISU ATAU PERMASALAHAN 
Misi khusus World Health Organization (WHO) ke China yang berakhir pada 9 Februari 2021 memberi angin segar 
bagi pemerintah China untuk terus melakukan akselerasi penyebaran vaksin di beberapa negara dalam mengatasi 
pandemi. WHO pada awalnya mempertanyakan asal muasal virus COVID-19 yang semula disinyalir berasal dari 
pasar hewan di Wuhan ternyata tidak terbukti. Tidak hanya itu  salah satu anggota misi khusus WHO Peter Dzasak 
dalam twitternya bahkan menyatakan bahwa intelijen AS tidak dapat diandalkan dalam melakukan investigasi 
tentang asal usul COVID-19 sebagai respons atas sebuah artikel yang merujuk pada komentar Departemen Luar 
Negeri AS yang meragukan transparansi kerja sama China dengan misi WHO.  
 

 FUNGSI DPR 
Pengawasan:  
Komisi I dan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) untuk secara kontinyu melakukan pengawasan dan mencari 
jawaban atas belum jelasnya asal usul Virus Corona tersebut bersama dengan kementerian luar negeri guna 
mempertegas posisi Indonesia dalam konstelasi hubungan AS dan China  
 

 ATENSI DPR RI 
Dalam rangka diplomasi parlemen, DPR RI  memiliki kesempatan bersama pemerintah untuk menjadikan isu Covid-
19 sebagai isu jangka panjang untuk forum parlemen internasional baik bilateral maupun multilateral di tahun-
tahun mendatang. Mengingat langkah China yang perlahan telah menguasai distribusi vaksin di Asia Tenggara, 
maka hal ini berkaitan dengan politik bebas aktif Indonesia yang senantiasa mengandalkan forum multilateral. Oleh 
karena itu, sudah selayaknya Indonesia menjaga posisi ditengah diantara perang dagang AS dan China. Terlebih 
dengan kemenangan Joe Biden yang belum memperlunak sikap keras AS terhadap China.  
 

 SUMBER  
Jakarta Post tanggal 10 februari 2020, Halaman 9.  
 

Pusat Penelitian Badan Keahlian 
Sekretariat Jenderal DPR RI 

 


